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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti yang terjadi sekarang ini ini hampir tidak ada
kehidupan ekonomi yang tidak berkaitan dengan bank, khususnya yang berkenaan
dengan pendanaan berbagai usaha di bidang industri, perdagangan, bahkan di bidang
kehidupan rumah tangga biasa. Hampir setiap orang pada suatu saat membutuhkan
uluran kredit perbankan untuk melaksanakan usahanya. Memang benar bahwa usaha
tersebut dapat dibiayai oleh tabungannya, tetapi dalam skala yang besar hal ini tidak
mungkin dilakukan sendiria!ﬁ, sementara mencari mitra usaha yang bersedia dalam
waktu singkat menyerahkan modalnya juga tidak mudah.

Maka operasi bank d“i bidang pemberian fasilitas kredit ada'lah fungsi utama
dari usaha perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang
memerlukannya setelah menerima pengumpulan dana dari deposan penyimpan dana.

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas
“mengambil resiko sekecil mungkin”. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap
kemungkinan kredit tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Risiko ini dapat
dibatasi antara lain bila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada
nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempuyai keterkaitan dengan

bank tersebut. Asas ini terkandung di dalam pepatah orang Inggris yang menyatakan



“don’t put all your eggs in one basket” harus diperhatikan dalam pemberian kredit.
Oleh karena itu, praktek pemberian kredit oleh suatu bank kepada perusahaan-
perusahaan yang merupakan kelompok usaha sendiri, kep.ada pemegang saham dan
pengurus bank yang bersangkutan, harus dihindarkan atau sekurang-kurangnya sangat
dibatasi. Begitu juga pemberian kredit yang terlalu berlebihan kepada nasabah-
nasabah tertentu akan dapat menempatkan bank pada keadaan berisiko tinggi. Untuk
itu ada ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu ketentuan tentang penentuan batas
maksimum pemberian kredit atau legal lending limit yang harus dipatuhi oleh bank.

Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis perekonomian Kkita,
kebutuhan pembiayaan yang diperlukan juga semakin beragam dan terus meningkat.
Dalam_keadaan demikian, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam
bentuk kredit sindikasi merupakan s;xlah satu langkah yang sangat baik mengingat
semakin besarnya kebutuhaln dana serta panjangnya jangka waktu konstruksi berbagai
jenis proyek, seperti misalnya pembangunan berbagai prasarana. Kredit sindikasi
dalam hal ini baik, tidak saja untuk membagi risiko yang dihadapi oleh suatu bank
tetapi juga agar masing-masing bank dapat terhindar dari pelanggaran ketentuan
mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Mengenai pengertizin dari kredit sindikasi, banyak terdapat defcnisi kredit
sindikasi namun yang umum dipergunakan adalah defenisi yang diberikan oleh
Stanley Hurn (1990), yaitiu : kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga

keuangan dengan syarat/ketentuan ‘yang sama bagi para peserta sindikasi,



menggunakan dokumentasi yang sama dan di-administrasikan oleh Agen yang sama
pula.

Defenisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari
kredit sindikasi. Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga
pembiayaan dalam satu fasilitas sindikasi. Kedua, defenisi tersebut menyatakan
bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini
diwujudkan dalam bentuk hanya ada éatu perjanjian kredit antara nasabah dan semua
bank peserta sindikasi. Ketiga, defenisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu
dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua
bank peserta sindikasi secara bersama-sama. Keempat, sindikasi terscbut
diadministrasikan oleh satu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta
sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas
bilateral (dug pihak), yang éama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta
dengan nasabah. |

Bank-bank dalam ;melaksanakan kegiatan usahanya tetap pada ketentuan
umum Undang-Undang Dasar 1945, kitap Undang-Undang Hukum Perdata, dan
secara khusus Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang bank sentral dan Undang-
Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Disamping itu juga peraturan-
. peraturan pelaksana lainnya. Khusus mengenai kerjasama pembiayaan dalam bentuk
: sindikasi yang lazim dilakukan antara bank-bank pemerintah maupun swasta, dasar

hukumnya adalah Surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.5./87 UPPB tanggal



13 September 1972 tentang kerjasama antara bank pemerintah-bank swasta nasional-

bank asing.

Lembaga perbankan baik milik pemerintah maupun swasta mau melakukan

sindikasi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 4

1.

Karena bank-bank tidak mau resiko ditelan sendiri, karena bila resiko ditelan
sendiri bank akan sulit untuk mengatasi masalahnya. Bila bank membiayai
suatu proyek besar dan proyek tersebut gagal, maka akan fatal akibatnya bagi
bank yang bersangkutan. Untuk itulah bank-bank melakukan sindikasi,
sehingga bila terjadi kegagalan dalam proyek tersebut,maka hanya sebesar
porsinya resiko yang timbul untuk bank yang ikut sindikasi.

Karena dana dari tiap-tiap bank tidak cukup besar untuk ditempatkan disatu
proyek, kalaupun dana ada maka ada peraturan tentang 3 L (legal Lending
Limit), atau peraturan tentang BMPK. Dalam hal ini bank harus pintar-pintar
membagi alokasi dananya dalarr.l menyalurkan kredit, agar bila gagal di satu
lokasi proyek, tetap tidakmengguncang bank tersebut.

Ratio peminjaman térhadap total aktiva semakin menurun. Dalam arti bank
tersebut menyalurkan kreditnya dalam jumlah besar, maka total aktivanya dari
neraca bank tersebut akan menurun.

Kerjasama untuk menghasilkan fee base income. Dalam hal ini, baik bank

peserta sindikasi, maupun lead bank akan mendapatkan fee dari borrower

' Herlina Suyati Bachtiar. Aspek Legal Kredit Sindikasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2000, halaman 5.



tentu saja fee tersebut sesuai dengan keikutsertaan bank-bank peserta

sindikasi.

5. Cross Selling.Artinya, saling menjual proyek diantara bank-bank tersebut.
Umumnya bank bank tersebut mempunyai kelompok tertentu diantara bank-
bank di Inonesia.

6. Efficiency. Dalam arti dengan sindikasi akan ada penunjukan satu lead
manager, satu atau lebih security agent, satu atau lebih paying agent (hal ini
tergantung dari kebutuhan proyek yang akan dibiayai). Efficiency dalam hal
ini tidak adalah tidak perlu semua bank bertindak dalam posisi yang sama,
cukup dengan mempercayai rﬂendelegasikan kesatu bank atau lebih yang
ditunjuk untuk jabatan tertentu. Bank-bank lain cukup menyetor dananya saja
ke lead bank dan lead bank yang akan menyalurkannya ke borrower, dan
pada saat perhitungan bunga pun, lead bank yang akan mengaturnya serta
menagih ke borrower dan mengirimkan bunga tersebut kepada Bank-bank
peserta sindikasi sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Bank-bank
peserta hanya tinggal mengontrol/memonitor saja kebenaran dari jumlah yang
dikirim. Disinilah letak efficiency-nya.

Pada awalnya perﬂberian kredit sindikasi dilakukan oleh bank bank sejenis,
misalnya kredit sindikasi yang diberikan oleh kumpulan bank bank swasta atau oleh,
kumpulan bank-bank pemerintah. Pemberian kredit ini disebabkan oleh melimpahnya
likuiditas dari bank-bank pada wakKtu itu sehingga bank mulai bingung untuk

- menyalurkan dana yang.melimpah tersebut.



Saat ini banyak pemberian kredit sindikasi dilakukan secara gabungan antara
bank swasta dengan bank pemerintah atau bank swasta dengan bank asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia. Penyebab dilakukannya sindikasi oleh
perbankan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu 2

1. Dari sudut pandang selaku borrower, terdapat beberapa kepentingan,
kepentingan borrower pada umumnya adalah :
a. Untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar
b. Lebih mudah, sederhana dan relatif lebih murah
c. Image
2. Dari sudut pandang selaku /ender
Dari sudut pandang lender/bank-bank, maka kita bisa melihat alasan alasan
yang menjadikan beberapa bank memberikan kredit secara bersama,
diantaranya :
a. Keterbatasan karena peraturan, pengalaman
b. Penyebaran resiko
c. Menimba pengalaman
d. Fee income
e. Cross selling

S Image

2 ibid, halaman 9-13.



3. bari sudut pandang secara nasional

Dari sudut pandanbg secara nasional, kita melihat apa dampaknya dengan

adanya sindikasi ini bagi kehidupan di tanah air khususnya Jakarta maupun

kota-kota lainnya di mana proyek yang dibiayai tersebut berada.

Besarnya biaya yang diperlukan untuk mendukung suatu proyek, dan
keinginan dari pihak bank untuk mengurangi resiko yang akan ditanggung maka
bank-bank melakukan sindikasi untuk membiayai proyek-proyek yang mereka
anggap berisiko besar dan memerlukan dana besar. Dalam melakukan sindikasi ini
biasanya terdiri dari paling sedikit dua bank, setelah terjadi kesepakatan diantara
bank-bank tersebut maka akan ditunjuk salah satu bank yang bertugas sebagai lead
bank (pemimpin) yang akan bertanggung jawab atas jalannya sindikasi ini.

Contohnya : pembiayaan untuk PAN LONDON SUMATRA, dimana dibiayai oleh
dana sindikasi dari bank bank asing di Singapura dan hanya diberikan bagian kepada
dua bank lokal dari Indonesia.?

Oleh karena begitu banyaknyé pihak yang tergabung dalam kredit sindikasi,
dalam skripsi ini penulis mengkhususkan beberapa hal yaitu: ketentuan hukum yang
mengatur mengenai kredit sindikasi, prosedur pelaksanaan kredit sindikasi, dan hak
kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian kredit sindikasi.
Karena itu perlu kiranya penulis mengetahui dan mempelajari serta melakukan

penelitian tentang tata cara pemberian kredit sindikasi dan hubungan hukum antar

3 Ibid, halaman 7.



pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi ini dengan judul penelitian
sebagai berikut :

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi Pada Bank
BNI”

B. Permasalahan
Dari latar belakang yang telah diuraikan secara singkat, terdapat beberapa
masalah yng menarik bagi penulis untuk membahésnya, yaitu :
1. Bagaimana keteptuan hukum yang mengatur mengenai kredit sindikasi ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan kredit sindikasi?
3. Apakah hak dan kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta dalam
perjanjian kredit sindikasi ?
C. Tujuan Peneclitian
Tujuan dilakukan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai kredit
sindikasi.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman kredit sindikasi
kepada nasabah (borrower).
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta

dalam perjanjian kredit sindikasi.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian
ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis,yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan bagi perbénkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menentukan
pemberian kredit sindikasi kepada nasabahnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian

Yuridis Normatif didukung oleh peneltian Yuridis Empiris. Penclitian yang

bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari teori-

teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pokok permasalahan.Sedangkan pendekatan yuridis empiris
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung kelapangan sehingga

mendapatkan data primer.
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2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data

Berdasarkan sumbernya, data-data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- Kepustakaan, data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari bahan
bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan, sering juga
disebut sebagai data yang bersifat sekunder.

- Lapangan, data lapangan adalah data yang diperoleh melalui penelitian
langsung kelapangan, sering juga disebut data yang bersifat primer.

b. Sumber data

Berdasarkan sumt;emya, data-data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- Sumber Data éekunder, diperoleh dari studi pustaka (Library Research)
yakni dengan ;nempelajari bahan bahan yang berkaitan dengan masalah
sindikasi perbankan. Data’sekunder ini berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri
dari :
a. Norma dasar atau kaedah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945;
b. Peraturan perundang undangan : UU, Perpu, PP, Kepres, Perda ;
c. Badan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;
d. Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan"hukum primer. Hasil penelitian, hasil karya kalangan

hukum, dan lain sebagainya;
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: kamus
hukum, ensiklopedi dan lain lain.

Sedangkan melalui sudut hukum yang bersifat yuridis empiris akan
diperoleh data data primer berupa data dari hasil wawancara maupun bahan bahan
hukum lain yang diberikan oleh bank yang nantinya semua data tersebut diolah dan
dianalisa dengan hasil penelitian.“

3. Sample penelitian |

Teknik Samplingv merupakan prosedur untuk meﬁdapatkan dan
mengumpulkan karakteristik yang berada didalam populasi meskipun data itu
tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja.
Untuk Sample penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengambil sample
dari :

a. Pejabat pengelola pemasaran pada Bank BNI.Tbk Palembang.

3.1 Metode Penarikan Sample
Dalam penelitian ini, penulis mengambil sample dengan
menggunakan metode purposive sampling, dengan berdasarkan
pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai

kriteria harus dipenuhi sebagai sample.

"Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, sinar Grafika, Jakarta, 1996
halaman13-16 : '
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Dasar pertimbangan yang diambil secara purposive sampling ini ialah :

a. Responden ye.mg mempunyai pengetahuan tentang segi-segi atau aspek -
aspek mengenéi perbankan, khususnya mengenai kredit sindikasi.

b. Responden yang dipilih terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan
perjanjian kredit sindikasi pada bank BNI.Tbk Palembang.

4. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data;data primer, yaitu bagaimana ketentuan hukum

yang mengatur mengenai kredit sindikasi, bagaimana prosedur pelaksanaan
kredit sindikasi, dan bagaimana hak dan kewajiban pihak-pihak yang
menjadi peserta dalam perjanjian kredit sindikasi, apakah tclah sesuai
dengan prosedur dan Undang —Undangan yang berlaku maka diperlukan
suatu penelitian bersifat lapanéan (field research) sebagai pembanding yang
pelaksanaannya dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Perscro) Tbk
yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan.

S. Alat Pengumpuéan Data
Dalam pcnelitiaﬁ ini, alat pengumpulan data yang digunakan ada 2

jenis, yaitu :

a. Wawancara atau interview dilakukan .dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan oleh penulis dalam bentuk wawancara bebas untuk
mendapatkan data yang lengkap berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi dokumen atau bahan-bahan pustaka. Dilakukan dengan

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan
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masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti
peraturan per-undang-undangan, buku buku, majalah, artikel dan
sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan berupa data

primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan

metode pengumpulan data yaitu 3

1. Penelian lapangan (Field Research), yaitu meneliti secara langsung ke
lokasi yang dijadikan objek penelitian guna mendapatkan data primer
yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah dengan
cara penggunaan teknik wawancara.

2. Penclitian Pustaka (library Research), yaitu mempelajari teori-teori dari
berbagai literatur yang digunakan sebagai landasan teoritis tentang
masalah yang diteliti.

7. Analisis Data
Data-data yang diperoleh lalu dikumpulkan dan dianalisa secara

kualitatif artinya data-data tersebut diuraikan menurut mutu, sifat dan gejala

yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-téori maupun pendapat ahli untuk
dianalisa sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang

menjadi objek penulisan skripsi ini.®

3 ibid, halaman 18.
¢ Ibid, halaman 19.
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